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> bahwa sesua1 dengan Undang—Undang Dasar Negara_,,} R
- Republik Indonesia Tahun 1945 mcngamanatkan bahwa
~- - Negara Kesatuan Republik Indonesia mehndungl segenapf R
- bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia -~
- -dengan = tujuan untuk memberikan perhndungan'_,__j\g.;i_i -
- terhadap - kehldupan ~dan penghldupan ‘termasuk
- ‘perlindungan  terhadap bencana,. | dalam ‘rangka"',gj
. mewujudkan kesejahteraan umum; SO IS
.. bahwa wilayah Kota Bahkpapan mem111k1 kOHdlSl':'-:_,':F;;._
~ geografis, geologis, hldrologls, demograﬁs, dan- sosial -
~ budaya yang memungkinkan terjadinya bencana ‘baik
~yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non. alam .
" maupun . oleh perbuatan manu31a ‘yang dapat'-
 menghambat dan  mengganggu kehldupan dan =~
~ penghidupan masyarakat ‘pelaksanaan pembangunanf."
- ‘dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi =
- dan penanggulangan secara terkoordmlr terpadu cepat_
- dan tepat; | A
. c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturanji;;" SR
. Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 - tentang = -
RN Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dlmana“f R
. Pemerintah Daerah - bertanggungjawab . dalam”;_ G
penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah N
-d. bahwa ~ berdasarkan  pertimbangan . sebagalmanah”' o
d1maksud ‘dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
A menetapkan Peraturan Daerah- tentang Penyelenggaraan Vo
Penanggulangan Bcncana Daerah n e S E

"’_,pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk S
Indonema Tahun 1945 : R o




2 Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

' Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 . |
e tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan =
(Lembaran Negara . Repubhk Indone&a ‘Tahun 1953 - .

" Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara":}“' o

' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

© . 5234)

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan']‘ ¥

.-Undang-Undang Nomor 12 = Tahun 2011 tentangff
- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran MR
- Negara Republik Indonesia’ Tahun 2011 - Nomor 82, « - -
”-Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa Nomorv ERR

3 ,._‘;Undang-Undang Nomor 23 Tahunj 2014 tentangf‘ﬁsE_..g:_”
- Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republlk,jf.- S
. Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran =

~'Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagalmana.ﬁi77"“

- telah diubah beberapa  kali terakhir dengan Undang: N

© Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua . -
. Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang -

 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik

Negara Repubhk Indonema Nomor 56'7 9)

Dengan Persetujuan Bersama

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan .:
PENANGGULANGAN BENCANA \ DAERAH.

‘BABI = S
KETENTUAN UMUM

: : . Pasal 1 S
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan RN
1 ’{;Daerah adalah Kota Balikpapan. - " :

_yang menjadl kewenangan daerah otonom Kota Ballkpapan
‘Wali Kota adalah Walikota Bahkpapan

bencana kota Bahkpapan

- mengganggu kehidupan dan pengh1dupan masyarakat yang disebabkan

. Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran-;f’j

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

PERATURAN DAERAH TENTANG - PENYELENGGARAAN

. “Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebaga1 unsur penyelenggara'.”f‘i, -
Pemenntahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtahan SRR

Badan' Penanggulangan Bencana - Daerah | yang selanjutnya dlSlngkat':vf'. " S
BPBD - adalah Perangkat Daerah yang = dibentuk " dalam rangka"ﬂ:
"melaksanakan tugas dan fungsx untuk melaksanakan pcnanggulangan

R Bencana adalah perlstwva atau rangkalan perlstlwa yang mengancam dan' o

baik ‘oleh: faktor alam' ‘atau’ faktor non alam- maupun faktor: manus1a, ;

fkerusakan hngkungan, keruglan harta benda dan dampak pSlkOlogIS

: Bencana ‘Alam - adalah" bencana yang dlaklbatkan oleh penstlwa atau

 serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa = = .

L dan tanah longsor

‘gempa bumi, tsunam1 gunung meletus, banjlr kekermgan angm topaniﬁ



. r_"»modernlsasa epidemi, dan wabah penyaklt

teror.
rehabilitasi.

S 'secara ‘wajar semua aspek pemermtahan dan kehldupan masyarakatf‘-:-
- pada wilayah pasca bencana. ‘ v : : :

'Bencana Non Alam adaIah bencana yang dxaklbatkan oleh perlstlwa atau . . |
__:-:‘_;Serangkalan per1st1wa non alam .yang berupa gagal teknologl gagal,‘:

~ Bencana Sosial adalah - bencana yang dlaklbatkan oleh perlstwva atau
serangkaian peristiwa - yang diakibatkan oleh manusia yang- rnehputl
'konfhk.? sos1al ‘antar kelompok atau antar komunltas masyarakat dan S

Penyelénggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkalan upaya:"' o
~ yang mehputl ‘penetapan kebijakan pembangunan ‘yang - berisiko -
- nmbulnya bencana, keglatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan: ) [

Rehablllta81 adalah perbalkan dan pemuhhan semua aspek pelayanan L
B ,,,pubhk atau’ rnasyarakat sampai tingkat yang. ‘memadai pada- Wﬂayah;f_:,;, -
- pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya -~

b :

..?.‘Rekonstruksa ‘adalah pcmbangunan kembah semua prasarana danr_;

| ' sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, ba1k pada tmgkat o 5

’dan ketertlban dan bangkltnya peran serta masyarakat pada w11ayah

teknologi - ‘pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang -

~tertentu.
~ melakukan upaya rehabilitasi.

“kerusakan atau kehllangan harta dan’ gangguan keglatan masyarakat

sebagal akibat dampak buruk bencana. : : : :
. Setiap Orang - ‘adalah orang perseorangan kelompok orang, dan/ atau' S
' 'badan hukum. - - : P

.-'-':'_;Korban ‘Bencana - adalah orang atau sekelompok orang yang menderlta ;
'~ atau meninggal dunia akibat bencana.

*~perner1ntahan maupun masyarakat dengan sarana ‘utama tumbuh dan
»berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya tegaknya hukum .

. {{;Rawan Bencana adalah kondisi_ atau karakterxsuk geologls, blologls,z e
hldI‘Olong khmatologls geograﬁs sosial, budaya, pohtlk ekonomi dan

ir_’nengurangl kemampuan mencegah, meredam mencapm kemapan dan,:";f‘_fi:i.\}”‘
’mengurangl kemampuan untuk menanggap1 dampak buruk bahaya

1 P_cmuhhan adalah serangkauan keglatan untuk mcngemballkan kondlsl .
_masyarakat dan  lingkungan hidup yang. terkena bencana, v dengan- - °
'memfungs.lkan ‘kembali kelcrnbagaan,» prasarana dan sarana dengan,_._;-'-";, —_—

_.'::',"“:‘R151ko Bencana adalah potensi keruglan yang d1t1mbulkan aklbat bencana-v‘-f‘:ﬂ.» j
“ pada suatu’ ‘wilayah dan kurun' waktu tertentu yang dapat berupa el
o kematlan, luka sakit, jiwa terancam hllangnya rasa’aman, mengungsa,

. Status Keadaan -Darurat adalah suatu ‘keadaan . yang ditetapkan- oleh:'-:',»
"f_r”',:pemenntah untuk jangka waktu tertentu atas. dasar rekomenda51 badan R
_,_jﬁ"{l;;.yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.” - : L
6. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dlpaksa S
_“keluar *dari tempat tinggalnya untuk Jangka Waktu yang belum past1 o

H:’_:':":"F'Anggaran Pendapatan dan" Belanja Dae‘rah yang selanjutnya dlslngkat :

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belan]a Daerah Kota Bahkpapan o

o kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemenntahan, -
o ‘d keseimbangan, keselarasan dan keseras1an TP T
- e. ketertiban dan kepastlan hukum ' '
";f, kebersamaan LI




g kelestanan hngkungan hldup, dan -
 h.ilmu pengetahuan dan teknologi. Lo : .
'Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah mempunya1 prm31p
a. cepat, tepat dan akurat L : 2 N

. prioritas; - :

a
b S |
c. koordinasi dan keterpaduan, e
.,_cl.-berdayaguna dan berhasil guna;
'c.f:_transparanm dan akuntablhtas, e
f . .
g-
h.

f. kemitraan; = ..

. pemberdayaan; s
nondlskrlmmauf dan o
.;inonproletls1 B R

Lo _ Pasa13 R :
‘Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bertu;uan untuk
~a.” memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana R
;:;,ib,""i;vmenjamln terselcnggaranya penanggulangan Bcncana secara. terencana A
- terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh : A RTINS
¢ menghargai budaya lokal; SN >
d.“ membangun partlmpam dan kemltraan publlk serta swasta L R
'}”e.”}‘-{mendorong semangat gotong royong, kesetlakawanan dan kedermawanan
o menc1ptakan perdamalan dalam kehldupan bermasyarakat berbangsa dan RO
\ iﬁr:bernegara : : e Lo S

:’ H
!

. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

(1) Pemenntah Daerah menjadl penanggung Jawab dalam Pcnyelenggaraan R
N ".;*]Penanggulangan Bencana di Daerah. R : ; Si
" (2) ‘Dalam  melaksanakan - tanggung Jawab penanggulangan ' Bencana'f-
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemermtah Daerab mehmpahkan S
. “tugas dan fungsinya kepada BPBD. .. - N IO
- BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsmya dapat mehbatkan unsu rrl
“-a. unsur pemerintah; . TN FORTR IS

" b. ‘masyarakat; .
c. lembaga kemasyarakatan
€

‘d. lembaga usaha; dan =
. lembaga 1nterna31onal -

', .,.,,Tanggung _]awab Pemermtah Daerah dalam Penye]enggaraan Penanggulangan P
~Bencana meliputi: . -
.;j‘pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Rlslko
‘. Bencana dengan program pembangunan e : o
,v.f':;[jperhnclungan masyarakat dari dampak Bencana R L R
c.- penjaminan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat dan Pengung51 T
_yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan mmlmum, o
. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalam APBD; o : R
e.. -pengalokasian: anggaran - penanggulangan ‘Bencana pada tahap tanggap I
.~ darurat bencana dalam bentuk belanja txdak terduga sesual ketentuan
S izliperaturan pex'undang undangan, ' : . I S
.. - dukungan _ alokasi. anggaran penanggulangan bencana yang tldak"f R
. termasuk d1 dalam belanja tidak terduga: berupa pengajuan dana 31ap_'” B
- pakai pada ‘anggaran - pendapatan dan. belanja daerah prov1n81 dan ’
'i."f'anggaran pendapatan dan belan_]a negara, PP A B

¥
3
o



Pemullhan kOl‘ldlSl dar1 darnpak bencana sesuai kemampuan Daerah dan |
pemehharaan ar81p / dokumen autentlk dan kredlbel dan ancaman dan f -

,,Wewenang Pemerlntah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan e
v_fBencana mchpuu s ‘ e T
‘penetapan’ kebqakan penanggulangan bencana pada w11ayahnya selaras o
~dengan kebljakan pembangunan Daerah; v o I
pembuatan ‘perencanaan pembangunan yang memasukkan unsurv}_?fv
- kebijakan’ penanggulangan Bencana;: . - R LI B
_pelaksanaan - kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana "
dengan kabupaten/kota lain; . . RN
» »pengaturan ‘dan pencegahan penggunaan teknologl yang berpotensx
i sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada Wllayahnya, S R
perumusan kebljakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber S
 daya alam yang melebihi kemampuan alam pada w11ayahnya, dan B
?;,ffpengendallan pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala“f
i‘-kota : v : _ B T SR

~ BABHI -
KELEMBAGAAN

- SR Pasal7 : G e
Y,;,Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dlbawah koordmam BPBD ,
" Penyelenggaraan Penanggulangan - ‘Bencana sesuai . fungsi koord1na31-,
. komando, pelaksana BPBD berhak mengatur lintas. sektoral yang ada d1‘i, e
'Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana QR

o ' BAB IV e
HAK DAN KEWAJIBAN i

. Bag1an Kesatu v .
Hak dan Kewajlban Masyarakat . :

SRR Pasal 8 : B
- Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana masyarakat berhak A O
'a‘ ‘mendapatkan perlindungan  sosial dan rasa ‘aman, khususnya baglf;'
 kelompok masyarakat rentan bencana, Lo L
'b. mendapatkan - pendidikan,  pelatihan da keterampllan dalam o
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, R T S
:-.;mendapatkan informasi secara tertuhs dan/ atau hsan tenfang kebljakan.} ‘
"’penanggulangan bencana, S L Tl ST
. berperan -serta  dalam perencanaan, pengopera31an dan pemehharaan: AR
. program: penyedlaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan o
~psikososial; - . » L SRR
‘mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagl masyarakat A
~yang terkena Bencana, R : SRS
:.i,v.berpartlslpam “dalam pengambllan keputusan terhadap keglatani*ﬁ:: Lo
v penanggulangan Bencana, khususnya yang berka1tan dengan d1r1 dan .
- komunitasnya; dan = - ~ i e L
. ‘melakukan pengawasan sesua1 dengan mekamsme yang dlatur atas_ S
2‘:,_}"pelaksanaan penanggulangan Bencana e e L




-6

Pasal9 o _. Sl v a e
Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Masyarakat berkewajlban g e
. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,. ‘memelihara’ e
: ;{keselmbangan keserasxan, keselarasan dan kelestarlan fung81 hngkunganv_,}‘i;:--”

- hidup; - - : L SR o
__".‘}vberperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana, dan ST
;"';frnemberlkan InformaSI yang ‘benar kepada pubhk tentang penanggulangan R
"Bencana e R , e T

. ;.S -

i . .

L Baglan Kedua ‘ TR
Hak dan Kewa_]lban Lembaga Kemasyarakatan

v .Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana lembaga kemasyarakatan,.":‘,,E."i
‘I;‘bcrhak o RIS
mendapatkan kesempatan daIam upaya keglatan penanggulangan Bencana o
-~ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - R
.f’mendapatkan perhndungan dalam melaksanakan keglatan penanggulangan'-,»ivi e
" Bencana; . . o O
'menyedlakan sarana dan pelayanan untuk melengkapl keglatan,'-; F
T penanggulangan ‘Bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dcnganvj;_f.f
- mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah; dan e S SR
_ .;"_melaksanakan kegiatan pengumpulan. barang, uang dan / atau Jasa untuk'i_.;‘» e
- membantu keglatan penanggulangan Bencana R T ~ SR

Pasal 11

1 ;berkoordlnasx dengan Pernerlntah Daerah dan / atau BPBD dan SN
b.” memberikan dan melaporkan kepada instansi yang berwcnang dalam
S pengumpulan barang dan uang untuk membantu keglatan penanggulangan :

' Baglan Ketlga ol e T
Hak dan KeWajlban Lembaga Usaha ’

: - Pasal 12 , . R
}Dalarn Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berhak.-;,_‘ R
‘mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggula'lgan Bencana,*jf o
'balk secara tersendlrl maupun secara bersama dengan plhak lam BRI R

: o . Pasal 13 SO -
(1) DaIam* Penyelenggaraan Penanggulangan | Bencana lembaga usaha”,;,
“berkewajiban: = ‘ . A D
a.. membentuk satuan penanggulangan Bencana dl masmg masmg tempat' R
' kegiatan usaha; - . S T
. ';menyesualkan kcglatannya dengan kebgakan pcnyelenggaraan I
f‘f:,;..penanggulangan Bencana; = o
-menyampaikan laporan kepada Pemermtah Daerah dan / atau BPBD
“serta mengmformas1kan kepada pubhk secara transparan; dan - i
menglndahkan -prinsip ‘kemanusiaan - dalam melaksanakan fung31

{“"’..

B«
~ .. ekonominya dalam penanggulangan Bencana.. , » C
(2) Satuan penanggulangan Bencana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)--{_ o
" huruf mendapatkan pengetahuan _tentang - penyelenggaraan» L
L penanggulangan Bencana darl BPBD atau lembaga yang telah mendapatkan R
’sertlﬁkam R R SRR D RETIANE DR




Bagian Keempat " o :

v Hak dan Kewa_]lban Lembaga Intemasxonal o DU

Pasal 14 '
Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga 1nterna31onal
- berhak: I
a.

b,

c.

. ’mendapatkan akses yang aman ke wilayah yang terkena Bencana R

mewakili kepentingan masyarakat 1nternasmna1 dan bekelja sesuai dengan
norma hukum internasional; .
menjadi mltra masyarakat dan Pcmermtah Daerah dalam penanggulangan
Bencana; :

.menglkutsertakan diri dalam upaya penanggulangan Bencana dan

‘mendapat Jamman perlindungan dari Pemerintah terhadap para'

pekerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Pasal 15 R o l

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga 1nternas1onal
berkewajlban :

a.

‘menyelaraskan dan mengoordmasﬂ(an kcgtatannya dalam penanggulangan '
‘Bencana dengan kebuakan penanggulangan Bencana yang dxtetapkan oleh
Pemerintah Daerah;

. 'memberitahukan - kepada Pemermtah Daerah S mengenal- aset

penanggulangan Bencana yang dibawa;

. menaati - ketentuan peraturan perundangan undangan dan menjunjung
- tinggi adat dan budaya Daerah; dan _ :
. mengindahkan ketentuan yang berkaltan dengan keamanan dan

‘ keselamatan

Pasal 16 |

Pelaksanaan hak dan kewajlban dalam Penyelenggaraan Penanggulangan

. Bencana oleh lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
«. dan Pasal 15 dllaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-. ‘

FRreopoge

undangan .
BABV
JENIS BENCANA :
S R . Pasal 17
Jenis Bencana terdiri atas: - -
a. Bencana Alam;
- Bencana Non Alam dan
C. Bencana Sos1al
Pasal 18-

| (1) Bencana Alam sebagalmana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdm atas

‘gempa bumi;

. tsunaml,
- banjir;
.ikekenngan
-angin putmg behung,
“abrasi; _ o
. tanah longsor; dan o
. kebakaran hutan/lahan.

(2) Bencana Non Alam sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdlrl

atas: ._ | o
a. gagal teknologi; ‘ L : - -
~b. gagal modermsam
C. epldeml,



d Wabah penyaklt

e. HIV/aids; dan

. kecelakaan perairan. 0 - LAY

}(3) Bencana 8031a1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17 huruf c terd1r1 T

B ‘va konﬂlk sosml antar kelompok/ komumtas masyarakat dan
b.- kerusuhan sosml S -

' . BABVI | o S
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANAﬁ

Baglan Kesatu
Umum

B PSRN Pasal 19 ,
: Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
'jfmemperhatlkan aspek . L

a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat AT SR
. kelestarian fungsi lingkungan hidup; .~~~ .=

. kemanfaatan dan efektivitas; dan =
Imgkup luas w11ayah Bencana

| dllaksanakan | dengan -

S e : Pasa120 et R S
f(l) Dalarn Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, - Pemenntah Daerah
w dapat o - '
a. menetapkan daerah Rawan Bencana menjadl daerah terlarang untuk AR
. pemukiman; dan - - : : S R
b mencabut atau mengurangl sebaglan atau seluruh hak kepemlhkan’
- " seseorang atau masyarakat atas suatu benda. .
: (2) Setlap Orang yang tempat tinggalnya chnyatakan sebaga1 daerah terlarang PR
- atau hak kepemilikannya dicabut atau dlkurangl sebagaimana dimaksud .
“ayat (1) huruf b mendapat gantl rug1 sesuai dengan ketentuan peraturan R
- perundang—undangan ' S
) (3) Ketentuan ‘mengenai Daerah Rawan Bencana menjadl daerah terlarang o
< untuk pemuklman dlmaksud pada ayat (1) huruf a dlatur denganff"_v,=;j_"3‘<.'~»
Peraturan Wah Kota v SRR TS IR

Baglan Kedua
Tahapan

Paragraf 1
Umum

SO : Pasal 21 Coe e T e
enyelenggaraan Penanggulangan Bencana mehputl tahapan yaltu
“a. prabencana; - . - B .
~b. saat tanggap darurat dan
C.. pascabencana g e

Paragraf 2
Prabencana

TN TR YL , , Pasa122 Ry : TR
'..vPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana, SR
~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mellputl ’ e e

“a. dalam situasi tidak terJad1 Bencana; ‘dan

‘b dalam 31tuas1 terdapat poten81 terjadmya Bencana




‘9E?

Pasal 23

Sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 22 huruf a mehputl:‘., S
La. o perencanaan penanggulangan Bencana : T
b pengurangan RlSlkO Bencana, C
¢, pencegahan; : L e
- f;di—}"f.:pemanduan dalam perencanaan pembangunan, SR
f
8.
h

. persyaratan analisis Risiko Bencana; . SR L
-_pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, PRI S
“pendidikan dan pelatihan; dan ‘ S el
;. persyaratan standar teknls penanggulangan Bencana.' T

Pasal 24

" Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Pemerlntah Daerah sesual dengan tugas L
" dan kewenangan : S R ’

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.-

~ berisi program kegiatan penanggulangan Bencana.

) meliputi: o
;pengenalan dan pengkajlan ancaman Bencana
'b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat
.. analisis kemungkinan dampak Bencana;.

'p111han tlndakan pengurangan Risiko Bencana PR

Bencana; dan -
.. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedla

Y ?"f:penan ggulangan Bencana :

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada 51tua81 tldak terjad1 Bencana, '/3' :

"Perencanaan Penanggﬁiangan Bencana sebagalmana dlmakSUd dalam}“ .

”’Penyusunan peréhéénéan penanggulangan Bencana , sebagalmanajﬁ,
(3) "_Percncanaan penanggulangan Bencana sebaga1mana dlmaksud pada ayatq_v:.;‘ o
(1) -dilakukan melalui penyusunan data tentang Risiko Bencana pada N
a:"suatu wxlayah ‘dalam waktu tertentu. berdasarkan- dokurnen resm1 yang S

Perencanaan penanggulangan Bencana sebagalmana dlmaksud pada ayat i o

. penentuan mekamsme kesxapan ' dan penanggulangan» dampak B

Pemerintah Dacrah 'secara berkala menlnjau dokurnen perencanaanfi-’:ff

Dalam ‘usaha. ‘menyelaraskan 'kegxatan perencanaan penanggulangan

" Bencana, Pemerintah Daerah’ dapat mewajibkan lintas' sektoral dalam =

" BPBD."

‘dengan - analisis - Risiko ‘Bencana vsebagal : baglan dar1 usaha“
;_;penanggulangan Bencana sesua1 kewenangan BEEE R S RS

| Pasal 25

5‘_{fmelakukan perencanaan penanggulangan Bencana d1 bawah koord1nas1 -

7)'7:Sct1ap keg1atan pengelolaan llngkungan yang dllakukan oleh masyarakat?' o - "
- dan mempunyai risiko t1ngg1 yang dapat menimbulkan Bencana d11engkap1 o

F?Pengurangan Risiko Benéaﬁa sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 23 .

" huruf b dllakukan untuk mengurangl dampak buruk yang mungkm .

- timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana s
}KPengurangan Risiko’ Bencana dilakukan melalui keglatan o '
“a. pengenalan dan pernantauan Risiko Bencana; -
. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana
. pengembangan budaya sadar Bencana; . Lo e o
. penmgkatan kormtmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana, dan

Bencana

penerapan upaya ﬁ31k nonﬁSIk dan pengaturan penanggulangan ;fjl-;j-fi' -.v-; -
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Pencegahan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c mehputl RO
o 1dent1ﬁkas1 dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman :
Bencana; L . s g oy
pemantauan terhadap : SheTenn TG -
1.penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan f;?: Ll 'g.i
2.penggunaan teknologi tinggi. BT R SRR
~.pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lmgkungan .
- :hidup; dan o e L
“"penguatan ke ahanan s031a1 masyarakat

- : - Pasal 27 G e :
Pemanduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan"’
N sebagalmana ‘dimaksud - dalam Pasal 23 huruf d dilakukan - dengan cara
" mencantumkan unsur rencana penanggulangan Bencana ke dalam rencana_. o
;f‘,’pembangunan Daerah S o R S

: - Pasal 28 ' :
Penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam 51tua31 terdapat poten81 ;
3 terjadl Bencana sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mehput1 B
a.’ kesmpsmgaan R - : SRR

b.: peringatan dini; dan e
c. rmtlgam Bencana o

,;;:':kejadlan Bencana. . o i ,
) Kemapmagaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) duakukan melalu1 Vi
,v;_-penyusunan dan ‘ upcoba rencana penanggulangan kedaruratan
‘Bencana; . R I
."}.p'engorgamsasmn, pemasangan dan pengujlan 31stem permgatan dm1, T
penyedlaan dan penylapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan 8
dasar; - - AT

, .‘}.’\pengorgamsaSIan, penyuluhan pelauhan dan glach tentang mekamsmef’ I
*‘tanggap darurat; TR A B SR
”.j,fpenylapan lokasi evakua31/ shelter o L o
. penyusunan data akurat, mforma81, dan pemutakhlran prosedur tetap
tanggap darurat Bencana; dan o Dopeou
penyedlaan dan penyiapan - bahan, barang dan peralatan untuk )
S emenuhan Pemuhhan prasarana dan sarana. - P . S

“_Permgatan dlm sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 28 huruf b dllakukan,f;_._. o
" untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurang1 S
< risiko terkena Bencana serta memper31apkan tindakan tanggap darurat. |
Permgatan d1n1 sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dllakukan dengan R

" '.ﬂ‘.-;;mengamatl ge_]ala Bencana -
E]menganahsa data hasil pengamatan, L
c.. mengambil keputusan berdasarkan hasil anahsa
".d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan SR
-~ e.. mengambil tindakan oleh masyarakat. - - T SR
: ‘Pengamatan gejala. bencana sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)ahuruf a SR

'f-._’dllakukan oleh 1nstan51/lembaga yang berwenang ‘sesuai. dengan- Jems_—;;"‘;‘r.';
- _ancaman Bencana dikoordinasikan dengan BPBD, untuk memperoleh data -~
© mengenai - gejala ‘Bencana yang kcmungkman akan terjadl dengan

memperhatlkan keanfan lokal L S R S A%




(4) Perlngatan dml Wa_]lb dlsebarluaskan olch BPBD lembaga penylaran R
" pemerintah - dan swasta di Daerah dalam rangka menggerakkan dan,}i”" ‘
_mengerahkan sumber daya. I I
(5) 8051allsas1 kepada masyarakat yang berada pada t1t1k rawan Bencana“

‘untuk mengurangl Risiko Bencana o s e e

B Pasa131 SU L o R
" Mitigasi - Bencana sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 28 huruf c P
L dllakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan olehf‘ﬁ_}; el
j";Bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan Rawan"
" ‘Bencana.- ~ : AT
Keg1atan m1t1gas1 Bencana sebagaxmana d1maksud pada ayat (1) dllakukan A
melalul S e : : L R
a. . perencanaan ‘dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada”: s
_ analisis Risiko Bencana; o S SRR
.‘"?:'pengaturan pembangunan pembangunan ’ 1nfrastruktur . jtavta
- bangunan; dan S E
;.-;'v'penyelenggaraan pendxdlkan pelatlhan dan penyuluhan balk secaraﬁ‘-}, .
- konvensional maupun modern. = - SUCHA N
:;Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagalmana dxmaksud pada S
- .ayat. (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi = -
kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang terdm ataS'. SRR S
“‘a.luas wilayah kota; o ~ . ‘
. b. jumlah penduduk kota; Tl p S Nl P
c jumlah -rumah masyarakat, gedung pemerlntah pasar ‘sekolah,
puskesmas rumah saklt tempat 1badah fas111tas umum dan fasﬂltas_f',
d. _]enls bcncana yang sermg terjadi atau berulang, :
e. daerah Rawan Bencana dan Risiko Bencana o
f." cakupan luas Wllayah Rawan Bencana
g. jalur evakuasi; = :
h. lokasi pengungsxan, I
i. sumber. daya manusia penanggulangan Bencana dan
~j. hal lamnya sesuai kebutuhan. . : RREE
-Informasi- kebencanaan, basis data ‘dan peta kebencanaan sebagalmana_{”;_.f .
~'dimaksud pada ayat (3) berfung51 untuk: o : S R
a. menyusun - kebljakan i strateg1 dan rancang tmdak penanggulanganf;_f"”s‘ 8
~ Bencana; = L
mengldenttfikam memantau bahaYa - Bencana kerentanan dan’*"-- L
ffifkemampuan dalam menghadapl Bencana; - ' SRR R
._:memberlkan perlmdungan kepada masyarakat d1 daerah Rawan ol
:Bencana, o » . : L S E . Lo ; i
.f-:mengembangkan sistern perlngatan dml T SN = _
. mengetahui- bahaya bencana RlSlkO Bencana dan keruglan aklbatp :
Bencana dan’ : SRR : S
enjalankan pembangunan yang beradapta51 pada Bencana dan .
;,menylapkan masyarakat hldup selaras dengan Bencana T R

’ . ’ Pasa132 R S C
Dalam rangka mltlga81 Bencana. kawasan potens1 Rawan Bencana BPBD'{* v
sesua.l kewenangannya menetapkan g R ‘ - CEERE
~ a.penetapan batas wilayah Bencana; v A PR
. __b -ketentuan pelarangan keglatan untuk fasﬁltas umum dan *;
angendallan keglatan pemuklman O U
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S Pasal 33 - > ,
BPBD sesuai dengan wewenang dan tanggung _]awabnya menetapkan g

- Daerah Rawan Bencana pada setiap wilayah daratan, perbukltan,

- pegunungan dan sungai, mehputl kawasan rawan: . o ;

- g. angin puting beliung; f‘
-~ h. kepunahan jenis tumbuhan dan /atau satwa; dan

| ':(2)
(3)

Bencana d1 Daerah dengan melibatkan masyarakat

SN

. banjir; . : i
. kekermgan, ’ : L o o o
. erosi, abrasi dan sedxmenta31, S ' o
. longsor;

kebakaran hutan /lahan
gempa bumi;

e e o e v s g R i e e

i. wabah penyakit. B .
Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke

- dalam zona Rawan Bencana berdasarkan tingkat kerawanannya. - - ;

Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan Rawan

Paragraf 3 v o D _
. Saat Tanggap Darurat AR ’;

Pasal 34 - B . L
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasx, ‘kerusakan dan

~ b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana; :
. c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana
. d. pemenuhan kebutuhan dasar; : . L
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

sumberdaya; - , ) A Do

- f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.

S

Pengkajlan secara cepat dan tepat sebagaimana dlmaksud pada ayat (l)

~ huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
~.a. cakupan lokasi Bencana; .

" b. jumlah Korban Bencana;

_c. kerusakan prasarana dan sarana;

- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemenntahan dan

,(‘1).3

o  ‘ e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
. (3)

- “’bekerjasama dengan pihak lain sesuai mekanisme dan kebijakan yang ada:

Dalam rangka penyelenggaraan penanganan situasi tanggap damrat BPBD

: Pasal 35 : :
Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana dltetapkan BPBD mempunyal

- kemudahan akses meliputi:

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dllaksanakan oleh Wah Kota

R e o 'Q_”o o

. pengerahan sumber daya manusia; = - e
. pengerahan peralatan; - ’ A
. pengcrahan logistik; v . . .
. imigrasi, cukai, dan karantina; - S .
. perizinan; o " ’ 3
pengadaan barang/j Jasa, ' '
. pengelolaan dan pertanggung]awaban uang dan /atau barang, _
. penyelamatan; dan :

1. komando untuk memermtahkan instansi/ lembaga

@

Ketentuan lebih ‘lanjut mengenai kemudahan = akses sebégaimanai
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota. BTN

Pasal 36



R -

IR - Pasal 37 v o : PR
Dalam hal dltetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Pemenntah-

:’pertahanan dan keamanan perhndungan masyarakat dan badan usaha..

. masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)7’:), -
. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan G

‘Daerah - _yang terkena Bencana. dapat mengerahkan - aset- bldang e

_ Pengerahan aset b1dang pertahanan  dan - keamanan,. perhndungan ERT

) ‘Dalam hal Status Keadaan Darurat Bencana, Kepala BPBD mempunyal -

TE kewenangan untuk mengarahkan instansi/ lembaga dalam satu komando,
‘untuk menggerakkan sumber daya manu31a peralatan, . log1st1k dan B

,-v--;-;penyelamatan ‘ - , L e

. Wali Kota: mengangkat seorang pejabat sebaga1 komandan penanganan“::‘ S

darurat bencana dalarn melaksanakan fung31 komando atas usul Kepala:; R

* BPBD: ‘- ‘

f_pengendahan operasi menjadi pos komando tanggap darurat Bencana. - L
-Pos . komando sebagalmana dimaksud "pada ayat ) berfung31 untuk}

penanganan tanggap darurat Bencana.

.fkeputusan dalam penanganan tanggap darurat Bcncana

o : Pasal 38 S v
: Komando tanggap darurat bencana mempunya1 tugas mengoordmasxkan R

"g,-pcngurusan Pengungm pcnyelamatan serta Pemuhhan sarana dan Ry
.. . prasarana dengan segera pada saat ke_]adlan Bencana _ FRRA Y
. Dalam " melaksanakan tugas sebagaxmana dlmaksud pada ayat ( 1)
_*'komando tanggap darurat Bencana mempunyai fungsi: oo

' perencanaan operasi penanganan tanggap darurat Bencana L

- pengajuan permintaan kebutuhan bantuan; PRI R
.- pelaksanaan dan pengoordinasian pengerahan Sumber daya untukf‘. =

pelaksanaan  pengumpulan 1nforma51 sebaga1 dasar perencanaan,'j L
~komando tanggap darurat; dan - : S e
f-{’penyebarluasan informasi - mengena1 kejadlan Bencana dan’;_fb o
i penanganannya kepada medla massa dan rnasyarakat luas ’

e . S ) Pasal 39 AP PE I oL o
(1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/ atau memmta pengerahanff. -
5 _-pemanfaatan sumberdaya S S : o

. sumberdaya antar Daerah : ST
. lembaga mternasmnal yang bertugas menangam Bencana
c." lembaga usaha; L C L T
d. " Search and rescue (SAR), o Gl T
.. Tentara Nasional Indonesia (TNI), 1 e
' .;.,"Kepohs1an Republik Indonema (POLRI), T
. Palang Merah Indonesia; e
ii;Perhndungan Masyarakat (meas), dan
" i. lembaga Sosial dan keagamaan SR SR DE S
L jKetentuan dan tata cara mengenal pemanfaatan sumberdaya sebagalmana o
i’v_,dlmaksud pada ayat (1) sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang- ST
' zundangan SR Con L e T R

‘f_"'Komandan pénanganan keadaan darurat Bencana ‘sesuai dengan loka51 '_if:t.
“dengan . tingkatan. bencana mengaktifkan' dan meningkatkan pusatf.:

-",mengoordlnamkan - mengendallkan memantau dan mengevaluasx;;f;”- o

 Pos komando sebagaimana dimaksud pada”ayat (S) merupakan 1nst1tus15’:."_".:.'1,}.':ff,'.li
. yang. berwenang memberikan data dan ' informasi serta pengambllanf”?‘ K

" memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi -
i komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan _evakuasi korban,izu_:_f' i
';harta ‘benda, pemenuhan  kebutuhan - dasar perlmdungan ‘dan -

,‘..‘:}"penanganan tanggap darurat Bencana secara tepat eﬁ31en dan efektlf s



PR . R ) ‘ Pasal40 ‘ o ER - R
"';_;Penyelamatan dan evakua31 masyarakat terkena Bencana sebagalmana
“dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c¢ dilakukan dengan memberlkan”:} B
: pelayanan kemanusiaan yang t1mbu1 ak1bat Bcncana yang ter_]ad1 pada suatu S
-Daerah 1 melalui upaya: ‘ LI L
"a. pencarian dan penyelamatan korban -
_b. pertolongan darurat; dan

e evakua31 korban s

Pasal 4 l

Penyelamatan dllakukan meIaIul pencanan pertolongan clan evakua31 Korbaﬂ -

-::'».'*"--Kepala BPBD mempunya1 kewenangan LT R ‘ S
- 1. ‘menyingkirkan dan/atau mernusnahkan barang atau benda d1 loka31 i
. bencana yang dapat mcmbahayakan jiwa; © SUEIEDE PO
% ‘f,_"menymgklrkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat A
‘¢ - mengganggu. proses penyelamatan, ‘ o
3.1 memenntahkan orang untuk keluar darl suatu loka51 atau melarang o
- orang untuk memasuki suatu lokasi;' S R
_.‘_f{fmeng1sola81 atau menutup suatu lokasx balk rrullk pubhk maupun L
L _pribadi; dan. -~ : N

.- memerintahkan kepada plmpman 1nstan31/ lembaga terkalt untuk';f_ SR
tmematlkan hst_mk atau menutup / membuka plntu air. : by

sélﬁrﬁh“korban telah dltemukan d1tolong dan dlevakua31 atau R D
- setelah jangka waktu 7 (tujuh) han sejak dlmulamya operas1 pencanan,' S
o tldak ada tanda korban akan dltemukan, LT SRR T

.:j'::f‘dilaksanakan‘kembali dengan mempertimbangkan_adanya* _informasi baru
mengenal 1nd1ka31 keberadaan Korban Bencana IR P R

- G S . Pasal42 e ) Lo o 3
Pemenuhan kebutuhan dasar sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 34 ayat il
- (1) huruf d mellpuu bantuan penyedlaan ' o T : Lo
L a kebutuhan air ber31h samtaS1 L
b. pangan; AR
sandang, P A
'pelayanan kesehatan T et
. pelayanan psikososial; dan - 'ﬁ'
- '. ‘penampungan serta tempat hunian. | e L
‘Pemenuhan  kebutuhan - dasar sebagalmana dlmaksud pada ayat ( )
o dllaksanakan oleh 11ntas sektoral d1 bawah koordma31 BPBD SRR

ST ¥ Pasal 43 . : : '
Penanganan masyarakat dan Pengung31 yang terkena Bencana dllakukan
[ffdengan keglatan SRR T SR Lo PR S
~a.. pendataan; " Vo
-;b penempatan pada IOkaSI yang aman dan S
- Pemenuhan kebutuhan dasar LR

EEE . L R Pasal 44 ‘ T , . R
s 'f'f’::}f‘-:(l) Perlmdungan terhadap kelompok rentan sebagalmana dlmaksud dalam* .
. Pasal 34 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada R

’ ,';'Korban Bencana yang mcngalaml luka parah dan kelompok rentan berupa_, Sl
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pcnyelamatan, ‘ evakuasa pengamanan , pelayanan kesehatan danf:‘;
e psikososial. .. - . e R

- Kelompok rentan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terd1r1 atas
' a.bayi, _bahta dan anak; L L -

~ b.ibu- yang sedang mengandung atau menyusul PR
c. orang. sakit dan/atau penyandang d1sab1htas dan R
d. orang lanjut u31a . v I

e L Pasal 45 e A
”Pemuhhan dengan segera fungsi prasarana dan sarana v1tal sebagalmana .

dan/ atau . menggantl kerusakan akibat- bencana . untuk menjarmnfif
kelangsungan kehldupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh .
vn'stan31/ lembaga terka1t dan d1koord1naslkan oleh BPBD scsua;f;__-jf. o
kewenangannya , N S
R Paragraf4 _ L 1
i Pascabencana ’ RO

o T S Pasal46 L SR SRR R
. Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana el
" sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 21 huruf c mel1put1 ’ o A
‘a. Rehabilitasi; dan A
b, Rekonstruk31

Co Pasal 47 i R
‘[,(1) Rehablllta31 sebagalmana d1maksud dalam Pasal 46 huruf a dllakukanf'_;,.f -
: -»-;melalw keg1atan S R B o
‘a. perbaikan hngkungan daerah Bencana, e
b.. perbaikan prasarana dan sarana umum; SRR
‘c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
ﬁd.:f;fPemuhhan sosial psukologls - O
‘. pelayanan kesehatan; - '
't
8.
h

.- rekonsiliasi dan resolusi konfhk
y. Perulihan sosial, ekonomi, budaya
Pemulihan’ keamanan dan keterttban .
* Pemulihan fungsi pemerintahan; dan o
“j. - Pemulihan fungsi pelayanan pubhk R T R SR T
5_(2) Untuk ~mempercepat Pemulihan keh1dupan masyarakat pada w11ayah .
: ‘g'pascabencana ‘Pemerintah -Daerah ‘menetapkan - prlorltas dar1 keglatan —
e Rehabilitasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1). = ari
(3) Penetapan prioritas sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dldasarkan pada L
" analisis kerusakan dan keruglan akibat Bencana. . B
'1“(4) Keglatan ‘Rehabilitasi sebaga_lmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan]
" tanggung _]awab Pemerintah Daerah yang terkena Bencana. =
(5) Pemerintah Daerah sebagaxmana ‘dimaksud" ‘pada - ayat (4) menyusun" ;
‘rencana - Rehablhtam yang didasarkan pada anahs1s - kerusakan dan - - -
v_kéruglan akibat Bencana sebagalmana dlmaksud pada ayat 3) dengan-""f*. ’
memperhatlkan aspirasi masyarakat. - '
6) Dalam menyusun rencana Rehablhtas1 sebagalmana dlmaksud pada ayat TR
/() harus rnemperhatxkan S : : SRREEE o
a. f.pengaturan mcngeneu standar konstruk31 bangunan ST
. kondisi sos1al L : L i
. c. adat istiadat; -
. 'd. budaya; dan’ : . s e o
e ekonomi. oo ST e e
7-*(7) Rencana Rehablllta31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (6) disuSqﬁ S
: lbcrdasarkan pedoman yang dltetapkan oleh Kepala BNPB ' PRI PO

S

dimaksud dalam ‘Pasal 34 ayat (1) huruf { dilakukan dcngan memperbaiki .-
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(1) Perbalkan hngkungan ‘daerah Bencana dllaksanakan dalam bentuk [
e keglatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhl persyaratan teknis,
- sosial, | ekonorm ‘dan budaya serta ekos1stem kawasan mencakup[ R
Ca. kawasan pemuklman, s
-b. kawasan usaha; .
}c ‘kawasan penyangga; dan
d.” kawasan bangunan gedung. Sl » IR
“Perbaikan lingkungan daerah Bcncana sebagalmana dlmaksud pada ayat,-
o (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang ‘paling sedikit memuat:. A
- a. data kependudukan, sosial, budaya ekonorm sarana dan prasarana'f
- sebelum terjadi Bencana; . = S
. data kerusakan yang meliputi Ioka51 data Korban Bencana Jumlah'
- dan tlngkat kerusakan bencana dan perkiraan keruglan, Sl , 
- ;'potensx sumber daya yang ada di daerah Bencana; .~ S ' R
. - peta tematik yang berisi data sebagalmana dlmaksud pada huruf a'v_f:*i,_;?
- sampai dengan huruf ¢; | Cu L L
. rencana program dan keglatan, .
gambar desain;
. rencana anggaran;
. jadwal kegiatan; dan
1i. . pedoman Rehablllta31 - S SRR S
Kegiatan  perbaikan hngkungan daerah Bencana sebagalmana dlmaksud.:f
 pada ayat (1) dilaksanakan oleh 1nstan31/lembaga terkalt sesual dengan o
' b1dang tugas masmg—masmg bersama masyarakat Lo e

¥

S S o Pasal 49 T ' : : L
_;;Perbalkan prasarana ‘dan sarana umum dllakukan untuk memenuh1
';‘kebutuhan transportasi,  kelancaran’ keglatan ekonomi dan . kehldupan L
. sosial - budaya masyarakat mencakup perbaikan 1nfrastruktur serta;‘
- fasilitas sosial budaya dan fasilitas umum.: L B I A
,.‘Perbalkan sarana dan prasarana umum sebagalmana dlmaksud pada ayat A
(1) ‘didasarkan pada perencanaan tekms yang pahng Sedlklt memenuhl/“”‘
?:persyaratan sebaga1 berlkut v L T .
“a.’ keselamatan; :
7’b _sistem sanitasi; . P e
penggunaan bahan bangunan dan ORI RN
d »standar.. tekms konstruk31 Jalan Jembatan bangunan gedung iidan L
jf_::'bangunan air. - - : ' RIS N
E Keglatan perbalkan sarana dan prasarana umum dllakukan secara gotong AT
: 'royong dengan blmbmgan tekms dan Pemermtah Daerah e

e PasalSO _ : Sy
:‘Dalam rangka v membantu '. masyarakat mempcrbalkl rumah yang
‘;"?f'mEngalaml kerusakan aklbat Bencana - agar dapat dxhum kembah
" Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan. S B R S PR
‘Perbaikan rumah’ ‘mengikuti standar tekms sesuax denf*an ketentuan S
,-'peraturan perundang—undangan B : e T

O : . PasalSl Lo v B

. "Dalam rangka rnernbantu masyarakat yang terkena dampak Bencana R

- untuk memuhhkan kembah kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada -

- keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana, Pemerintah Daerah = . -
. melalui 1nstan31/lembaga terkait - yang d1koord1na81kan oleh BPBD R

melaksanakan upaya Pemuhhan 3051al p31kologls, rnehputa Co T e e

s a) 1ntervens1 pSlkOlong, SR :




b. bantuan konsehng dan konsulta81 keluarga L
Lc. pendamplngan Pemulihan trauma; =~ N

. d. pelatihan Pemulihan kondlsl pSlkOIOng dan I

el ‘kegiatan psikososial. R

kecamatan 81aga bencana d11ayan1 oIeh ahh dan para medls

Pasal 52

. membantu perawatan Korban Bencana yang saklt dan mengalam1 luka o

b. membantu perawatan Korban Bcncana yang memnggal

Amenyedlakan obat-obatan; C » .

_v _;‘:menyedlakan peralatan kesehatan; : :

 e. menyediakan tenaga medis dan paramedls, dan

“f. merujuk ke rumah sakit terdekat. R SRS HE N

(2) Pelaksanaan keglatan ‘Pemulihan kOl’ldlSl B kesehatan masyarakat YT
* dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat ‘

f‘:jdengan 1nstan51 terkalt

Pasal 53

3 masyarakat

“Pelayanan sosial pSIkolog1s dllaksanakan oleh Perangkat Daerah terkalt R

- secara terkoord1nas1 dengan BPBD, melalui pusat kesehatan masyarakat di-

) Dalam 'rangka membantu Pemulihan kondisi kesehatan, masyarakat yanga o
‘ jterkena dampak Bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan pembenan'-},ﬂ',_."'
*_i'pelayanan ‘kesehatan melalul pusat/pos | pelayanan kesehatan yang =~
: dltetapkan oleh 1nstar181 terkalt yang d1koord1nas1kan oleh BPBD mehputl_'f‘ e

IR
R

(3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap kelurahan siaga Bencana ' 'Evf:
- didirikan pos. kesehata_n 51aga yang dlkoordlmr oleh BPBD beker]asama’

1) Rekon31ha31 dan resolu31 konflik sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 47 e
~ayat. (1) huruf f- ditujukan membantu masyarakat di daerah ‘Rawan
};:_Z”Bencana dan rawan konﬂlk sosial untuk menurunkan - eskala31 konﬂlk»vf.v;']*.f
“'sosial dan ketegangan serta memuhhkan kOIldlSl sosml keh1dupan"fj;f

,;_Keglatan rekonsxllaél dan resolusi konfhk sebagalmana dlmaksud pa da"{:'-"’_‘:f;ﬁ

- ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasxf dengan mehbatkan

':‘ karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tmggl rasa"” o
* keadilan. - b

berkoordlna81 dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya L

Pasal 54

: .!tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatlkan SltLla.Sl, kondlsl dan - h

. Pelaksanaan‘ keglatan rekonsﬂ1as1 dan resolus1 konﬂlk sebagalmana:
“dimaksud  pada ‘ayat (2) . dllakukan oleh 1nstan81/lembaga terkalt'{' o

1) Dalamu rangka Pemuhhan s081al ekonoml, budaya sebagalmana dlmaksud: R

~..dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g, dltu_]ukan untuk membantu masyarakat,f,-"‘“f"_.xf

" dan mengaktlfkan kembali kegiatan sosxal ekonom1 dan budaya melalul
“a. layanan advokasi dan konseling; S A PRI S
_'b. bantuan stlmulan akt1v1tas ekonomi; dan o - {f; SRR

“c. pelatihan. - PRI n o

menghldupkan ‘dan mengaktifkan kembali kegiatan sosml ekonoml dan
~ budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana. - SREIEE RN N
) - Kegiatan Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagalrnana dnnaksudg‘j_
'pada ayat (1) dllaksanakan dengan membantu masyarakat menghldupkanﬁ

‘Pelaksanaan keglatan Pemuhhan 3081al ekonom1 dan budaya sebagalmana G

= ’.':v:f'dlmaksud pada ayat (2] dllakukan oleh mstanm/lembaga terkalt" ﬂ




(1) Pemuhhan keamanan dan ketertiban sebagalrnana dlmaksud dalam Pasalf
47 ayat (1) ‘huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam
memuhhkan kondisi kearnanan dan ketertlban masyarakat di- daerah‘;}“

}terkena dampak Bencana agar kembah sepertl kOI‘ldlSl sebelurn terjadlﬂ}ggﬁ--1 ;
~'Bencana. » : e ST

Keglatan Pemuhhan keamanan dan ketertlban dllakukan me1a1u1 upaya S
ca. mengaktlfkan kembali - fung51 lembaga keamanan dan ketertlban d1f": S
daerah Bencana, B = R ;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam keglatan pengamanan dan'f'?f‘»
. ketertiban; dan - : . R A
c. koordinasi - dengan 1nstanS1/1ernbaga yang berwenang dan ketertlban*,g? o
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dxlakukan oleh 1nstan51/ lembaga' F
_terkalt berkoordlna31 dengan BPBD o A _

) Pasal 56 D TR L PR BRI

: jPemuhhan fung51 pemerlntahan sebagalmana d1maksud dalarn Pasal 47;;.»_-’_ -
. ayat. (1) “huruf i ditujukan untuk membantu -masyarakat dalam -

-~ memulihkan - fung31 pemerlntahan d1 w11ayah bencana, dllaksanakan“ o

-~ melalui upaya:. . - S : SR TR S
- mengakt1ﬂ<an kembah pelaksanaan keglatan tugas : pemenntahan ST
. secepatnya; - : : : SRR
b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemermtahan
c. konsolidasi para petugas pemerintahan; L Pl
d.’ Pemuhhan fungsi dan ‘peralatan. pendukung tugas pemermtahan, dan : MR
e pengaturan kembali tugas pcmcrlntahan pada instansi/lembaga terka,tt.% S
(2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pemerlntahan dllakukan oleh
”'3“-*-'mstanSI/lembaga terkalt berkoordmam dengan BPBD SE IR

REET S Pasal 57 VRN
1) Pernuhhan fungsx pelayanan pubhk scbagalmana dlmaksud dalam Pasal,.
i ;?__47 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsx pelayanan
'~ kepada masyarakat di wilayah bencana, dilaksanakan melalui upaya L
a"’Rehablhtasz dan Pemuhhan fung51 sarana dan prasarana pelayanan‘
b. mengaktlﬂcan kembah fung31 pelayanan pubhk pada 1nstan31/ lembaga.]
,_.:jterkalt dan . ‘ DTl

e pengaturan kembali fung31 pelayanan pubhk ' SN P
“_Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan pubhk dllakukan oleh
":f'mstanSI/ lembaga terkalt berkoord1nas1 dengan BPBD A - S

- RN Pasal 58 _
» v‘f;Rekonstruks1 sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 46 huruf b dllakukanff"fﬁf N
- melalui kegiatan: : o A S
a'; pembangunan kembah sarana dan prasarana ,
"'b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat _
.C. pembangkltan kembali kehxdupan sosial budaya masyarakat e o
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang;:
_-lebih baik serta tahan Bencana;- ' SR
e/ partlslpa31 ‘dan peran serta lembaga serta organ1sa51 kemasyarakatan,';
_~dunia usaha dan masyarakat; . R N
f. penlngkatan kondisi sosial, ekonoml dan budaya,' o
" g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan ©©
-~ h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat SO : »
~(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana keglatan Rekonstrukm dengan
P memperhatxkan T A Ol
. a.rencana tata ruang dan fung31 Imgkungan h1dup, v
S bl pengaturan mengenal standar konstruk51 bangunan »




L ]9_:‘:_

- c. kondisi sosial B

-~ d.adat istiadat;

el budaya dan kearlfan lokal dan

f ekonoml - o SR PN B
‘Rencana Rekonstruk51 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) diSusnnfﬂ

L berdasarkan pedoman yang dltetapkan oleh BNPB o T S

Pasal 59

fvvln”stanm/ lembaga terkalt Pemerlntah Daerah dan asplra31 masyarakat S
- ‘daerah Bencana. : : e

(1) Pembangunan kembah sarana dan - prasarana sebagalmana dlrnaksud_ig;
- dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik ‘pembangunan -
‘baru - sarana ‘dan prasarana untuk- memenuh1 kebutuhan keglatan e
jfekonoml somal dan budaya dengan mcmperhatlkan rencana tata ruang L
- wilayah. L : _ RE S R TR ’
2) Pembangunan kembah ‘sarana dan . prasarana harus berdasarkan
BRR perencanaan o teknls - dengan memperhatlkan masukan darl’_fv_’]

.Pernbangunan kembah sarana sosial masyarakat sebagaumana dlmaksud';_»* i

-. dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru-

»"ﬁ;untuk fasilitas” sosial dan fasilitas. umum guna memenuhi kebutuhan',

S 'akt1v1tas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan tekms dengan_i‘-

. ketentuan harus memenuhi: O L OIS S S
‘a. standar teknik konstruksi bangunan, L
b. penetapan kawasan;, dan - -

~c. arahan pemanfaatan ruang.

S
.

| vdengan tlngkat bencana

“Pembangkltan kemball kch1dupan sosial ‘budaya masyarakat sebagalmanafﬁ

kembali- keh1dupan dan mengembangkan pola kehldupan ke arah kOl‘ldlSl
a. menghllangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana,

- dan peduh Bencana; - : e
. "‘Rawan Bencana; dan

,i'"";fv'mendorong Partls1pa31 inaisyarakat dalarn keglatan pengurangan RlSlkO
: "_}Bencana > : . . P o

Sl e - : Pasal61 SRR JURHEE :
EPenerapan rancang bangun yang ‘tepat ‘dan’ penggunaan peralatan yangk

(1) huruf 4, dllaksanakan untuk mcmngkatkan stabilitas kondisi dan

~.akibat bencana, melalui upaya: »
A mengembangkan rancang bangun hasﬂ pene11t1an dan pengembangan'

'b. menyesuaikan dengan tata ruang;- L
' c. memperhatikan kondisi dan kerusakan L '
* d. memperhatikan kearifan lokal; dan .~ & .
e menyesualkan terhadap Ungkat kerawanan Bencana

B : : 'dltetapkan oleh 1nstan31 / lembaga terkalt sesual kewenangannya

¢ ) Pembangunan kembali ~sarana sosml masyarakat dllaksanakan olehf‘»f,‘l o
_ pemerintah ~dan/atau pemerlntah prov1n31 /Pemermtah Daerah sesual'}, -

‘dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menatav""-"‘*‘ "
’k'ehldupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:- s .
fb mempersmpkan masyarakat melalul keglatan kampanye sadaf bencanaf

. menyesuaikan kehldupan sosml budaya masyarakat dengan hngkunganv}}”_v

" lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat .

j“v!fung81 prasarana dan sarana yang mampu mengant151pa51 dan tahan';’f_{[‘;:” o
~“bencana serta - mengurangi kemungkman kerusakan yang leblh parah

¥ ‘Penerapan rancang bangun yang tepat dan. penggunaan peralatan yang
'~ -lebih baik dan tahan bencana disusun berdasarkan . pedoman yang



Pasal 62
A;__hu‘ruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna “membantu -

. melakukan ‘kampanye peduli Bencana;
- organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan

"ffvmcnghadap1 Bencana B

Pasal 63

kehldupan yang lebih baik, melalui upaya: SR : S L
.. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana,

* "barang; dan : : .
e;;pemberlan dorongan dalam menc1ptakan lapangan usaha yang produktlf

Pasal 64

- Bencana ke arah lebih baik, melalui upaya

jf‘{,P&I'tlSlpaSl dan peran serta lembaga serta orgamsasi kemasyarakatan lembagab :
»dunia usaha ‘dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) =

pe_nataan daerah Rawan Bencana ke arah leblh balk dan rasa kepeduhan‘ _
daerah Rawan Bencana, dengan cara: oot

"L'::"}tlmen dorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pa da lembaga ,j;

- mendorong partisipasi dalam bxdang pendanaan dan keglatan permapan: o

Penmgkatan" kOIldlSl sos1al ‘ekonomi dan . budaya sebagalmana ‘bdlmaksud;'
* dalam Pasal 58 ayat ( 1} huruf f, dllaksanakan untuk normal1sa51 kOI’ldlSl dan o

:-".fvf'pemberdayaan kelompok usaha bersama bcrupa bantuan uang dan/ atau i_';

- Penmgkatan fung51 pelayanan pubhk sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 58
“ayat. (1) huruf g dilaksanakan untuk penataan dan penlngkatan fungsy;*:{f oy
pelayanan - publik untuk mendorong kehldupan masyarakat d1 w11ayah Lo

. .penyiapan program _;angka panjang penlrigkatan fung81 pelayanan pubhk

“dan o

"dan eﬁswn

Pasal 65 "

pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektlf dan eﬁswn SR

'PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Lo

Baglan Kesatu g
Umum '-:j R

. S R Pasal 66 e s
Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana mehputl .
~a. sumberdana; - G

b." penggunaan dana; dan ‘f . '.i”” SRR
Tl pengelolaan bantuan ’

 Bagian Ke'dua"” S
o Sumber Dana

Pasal 67
" Pemerintah, Pemenntah Provinsi dan Pemermtah Daerah."

.}_-f“dana yang | bersumber dar1 rnasyarakat

-;"ffpengembangan mekamsme dan 31stem pelayanan pubhk yang Ieblh efektlf o

Pemngkatan "pelayanan utama ‘dalam masyarakat sebagalmana dlmaksud'fif "
dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan ‘tujuan membantu_' S
pemngkatan pclayanan utama dalam rangka pelayanan prima’ melalw upaya'v__;“v o

| '”.:,-Dana penanggulangan Bencana menjadl tanggung Jawab bersama antara

:Pemerlntah Daerah’ mendorong partlslpam masyarakat dalam penyedlaan
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3) . Dana penanggulangan Bencana sebagalmana dlmaksud pada ayat (l)fti'? B
: ,:,_’dapat berasal dari: . e R A

.. anggaran pendapatan dan belanJa negara A

. anggaran pendapatan dan belan_]a daerah provms:

. APBD; - | | L

v .{lembaga usaha dan/atau

_';.’f';.masyarakat Dl

el ' \ S Pasa168 S SRS S
f’fAPemerlntah Daerah mengalokamkan anggaran penanggulangan Bencana""i" -

2) Anggaran scbagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlsedlakan pada tahap RSN
- 'fa_:v;'prabencana, saat tanggap darurat Bencana dan pascabencana v o
- (8) Anggaran penanggulangan Bencana sebagalmana dlmaksud dalam Pasal“x";
.67 ayat (3), meliputi: =~ ST e T _ o

a’.‘_ dana kont13ens1 Bencana

'b dana : siap pakai; dan

" ¢. dana: bantuan sosial berpola hlbah S Sl ol RS
4}),:;}’»Penggunaan anggaran’ penanggulangan Bencana sebaga1mana dlmaksud
. pada ayat (1) dllaksanakan oleh Pemermtah Daerah melalm Kepala BPBD o

e Pasa169 , SRR AT SR
_;( 1) Pemermtah Daerah dapat menyed1akan dana tldak terduga dalam .
- anggaran penanggulangan Bencana yang berasal dari APBD S g"fv S
2) Dana tidak- terduga sebagalmana dimaksud- pada ayat (1) harus seIalui‘i‘f o
tersedla sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darur ULTRRTE S
;"((3) Dana bantuan sosial berpola hibah berasal dari anggaran. pendapatan dan}j:'
o belanja negara untuk keglatan pada tahap pascabencana D o

= Pemerlntah Daerah mendorong partlslpa31 masyarakat dalam penyedlaan“‘k"f‘
. dana yang bersumber darl masyarakat sebagalmana dlmaksud dalarn vl
o Pasal 67 ayat (3) hurufe.. . - R S A
 Dana yang bersumber dar1 masyarakat sebagalmana dlmaksud pada ayat S
"75‘,'(1) 'yang diterima oleh ‘Pemerintah Daerah dlcatat dalam bentuk Iaporan' B
-~ keuangan Pemerintah Daerah. o : : ' S
" Pemerintah - Daerah hanya dapat menerlma dana yang bersumber dar1 S
. » masyarakat dalam negeri. Lo el T
_".;‘E*Kctentuan lebih lanjut mengenal pencatatan dana sebagalmana dlmaksud R
'pada ayat (3) dlatur dengan Peraturan Wallkota o e T o

Pasal 71 :,

:[_-70 Pemerintah Daerah dapat: - k2 » DR S
Caus v{,.memfasﬂltam masyarakat yang akan membenkan bantuan uang dan / atauf‘;,f L
~barang penanggulangan Bencana; SR : R A
memfasilitasi masyarakat - yang akan melakukan pengumpulan uang" e
dan/atau barang penanggulangan Bencana; dan = S e
‘meningkatkan kepeduhan masyarakat untuk berparuslpasx dalam_:’f
penyedlaan uang dan / atau barang o : : : x S

EUERE, Pasal72 = o . AR ‘ .
Setxap pengumpulan uang dan/ atau barang penanggulangan Bencana,jf R
.7 wajib mendapat izin dari Wali Kota. =~ P
~Setiap izin yang diberikan. oleh Wali Kota sebagalmana dlmaksud pada_»
,fayat (l) sahnannya dlsampalkan kepada BPBD e e T A




(3) Tata cara penzman pengumpulan uang dan /atau barang penanggulangan
Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan - perundang—
o undangan

Bagian‘Ketiga' . .
- Penggunaan Dana ‘ : - !

Paragraf 1
Umum

- » : Pasal 73
Penggunaan dana pcnanggulangan Bencana mehputl
a. prabencana; -
b tanggap darurat Bencana; dan
pascabencana

Paragraf 2
Prabencana

Pasal 74 ' :
Perencanaan, penganggaran pelaksanaan pelaporan dan pertanggunglawaban
. penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari APBD pada
tahap prabencana dllakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang«
undangan

. ' Pasal 75 ]

Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana d1a10kasxkan untuk
kegiatan dalam situasi: : ' -

~ a. tidak terjadi Bencana; dan

‘ b terdapat poten31 terjadinya Bencana.

o pasatzé
Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tldak terjadl
Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a meliputi: i

pe TR

- fasilitas penyusunan rencana penanggulangan Bencana v 5
. program pengurangan Risiko Bencana; o - =
program pencegahan Bencana; . v 1
- pemanduan  perencanaan  pembangunan  dengan = perencanaan
- penanggulangan Bencana; S . EEEE |
e. penyusunan analisis Risiko Bencana, ' o E o o
f. fasilitas pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; :
g penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bcncana dan :
h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana. . , :

v - ' Pasal 77 ‘
() Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam 31tua81 terdapat
~ potensi terjadinya Bencana sebagalmana dimaksud dalam Pasal 75 huruf
b meliputi: . o
~a. kegiatan kesmpsmgaan S ’ . ) T
. b. pembangunan sistem peringatan dlm dan ' o
 c. kegiatan mitigasi Bencana. ' : £
(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) huruf a
- menggunakan dana kontljensa sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 68
~ayat (3) huruf a. : :
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Paragraf 3 o
Tanggap Darurat Bcncana

Dana penanggulangan Bencana yang dlgunakan pada saat tanggapf AR
darurat meliputi: -
‘a. dana’ penanggulangan Bencana yang telah dlaloka81kan dalam APBD'.:
-~ untuk masing-masing 1nstan31/lembaga terkalt dan e
‘b. dana tldak terduga yang telah d1aloka31kan Pemermtah Daerah dalamf?_f':ﬂ.;__, S
"E"-APBD : T

~BPBD. sesual dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana

penanggulangan Bencana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf a b

N

| . e Pasa179 Sl = ‘ 3
. Penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat L
- sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a. mehput1 BRIIP IS DRI
oa. _;.pelaksanaan ‘pengkajian - secara. cepat dan tepat terhadap loka31; R

kerusakan dan sumber daya, = : : A
‘kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana,
. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana
."Fi.pelaksanaan perlmdungan terhadap kelompok rentan, dan L
: keglatan Pemuhhan darurat prasarana dan sarana Y

_Dana tldak terduga sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf -

b dlgunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat Bencana. = ECRRE

Penggunaan ‘dana txdak ~terduga - terbatas pada pengadaan barang S

- dan/atau jasa’ ‘untuk: . L : B

a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana .

_b;vfs'*fpertolongan darurat; : -

-c. = evakuasi Korban Bencana S

" .f}_‘f}kebutuhan air. ber51h dan sanlta81 L

€. pangan; - S » B

'b.’_,.:;{.if'sandang, e

g.- papan;. R

‘h. ‘pelayanan kesehatan dan v L

R i penampungan serta tempat hunian- sementara L : A
Penggunaan dana tidak terduga dllaksanakan berdasarkan ketentuan o

""fperaturan perundang undangan e U PR L

Paragraf 3.
Pascabencana

p v Pasa181 _ - AT SR
. Perencanaan, - penganggaran pelaksanaan pelaporan fi';‘-j} ~.dan}
fir’pertanggung]awaban penggunaan ‘ dana penanggulangan ‘Bencana yangf
.bersumber dari APBD pada tahap- pascabencana dIIakukan sesual denganfrlf
~::Aketentuan peraturan perundang undangan RIE TR S C

. R v Pasal 82 SRR
Dana 'penanggulangan Bencana dalam tahap pascabencana dlgunakan untuk;

b Rekonstrukm
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_ Baglan Keempat v
Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1 ‘
 Umum SR

_Pemermtah Daerah menyedlakan dan memberxkan bantuan Bencana e

B kepada Korban Bencana. = ' e A *

Bantuan Bencana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdm atas G IR
."a. santunan dukacita; -~ | . L e p

. santunan kecacatan; : -
. pinjaman Iunak untuk usaha produktlf dan
';_';bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

. Paragraf 2 : o
Santunan Duka C1ta

ST : Pasal 84 . .
1) ~*\Santunan duka c1ta sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf S
S va dlbenkan kepada korban menlnggal dalam bentuk -
- b1aya pemakaman clan/ atau o e
© b." uang duka. - R RN : S
2). ‘{Santunan duka c1ta sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlberlkan_’“ el
. setelah dllakukan pendataan, - identifikasi . dan ) vemﬁkas1 oleh o
mstans1/lembaga yang berwenang yang dlkoordlnaSIkan oleh BPBD,;”}
- sesuai dengan kewenangannya. . . ' NN
) Santunan - duka cita sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2) dlbenkan-»w"

o kepada ahh waris korban.. . . : = ’ I

él:;Kctcnman lebih lanjut - mengenal pernberlan dan besaran bantuan

. santunan duka cita sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengani R

'“Peraturan Wah Kota - SR e T el b T e

Paragraf 3 e T
Santunan Kecacatan I

:Santunan kecacatan sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 83 ayat (2)
“ huruf b diberikan kepada Korban Bencana yang mengalaml kecacatan
" mental dan/atau fisik. B e
“'Santunan kecacatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), chbenkan'_’i o

it ‘,_:"setelah ‘dilakukan pendataan, 1dent1ﬁka31 ~dan - verlﬁka81 ‘oleh

1nstans1/ Iembaga yang berwenang yang d1koord1na31kan oleh BPBD

. isesual dengan kewenangannya. = L : L , RN
< Ketentuan  lebih lanjut" mengenal pembenan dan besaran bantuan' SRR

i..;;vsantunan kecacatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlatur dengan SR
’Peraturan Wah Kota SRR . e ST R

ce Paragraf 4 § .
ijaman Lunak Untuk Usaha Produktlf

v"‘fBantuan berupa pmjaman lunak untuk usaha produktlf sebaga1mana; Lo
" {”dlmaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf ¢ dxbenkan kepada Korban”:;;‘?':‘_’:#

: (2) Pinjaman Iunak untuk usaha produktlf sebagalmana dlmaksud pada ayat.f o “ 3
R (1) diberikan dalam bentuk: N T SEICTIE N
e a kredlt usaha Produktlf atau ' PR T e

Bencana yang kehllangan mata’ pencaharxan STl R |
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b. kredit permhkan barang modal

5 kewenangannya

Peraturan Wahkota

N Paragraf 5 .
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 87

- bentuk: T
. ,penampungan sementara, :
b. bantuan pangan; T
_:."ifsandang, o
" ;'-f'papan o A
e. air ber81h dan samtasx dan
SRS NP pelayanan kesehatan.

g dengan memperhatlkan pI'lOI"ltaS kepada kelompok rentan.

”'dengan Peraturan Wah Kota -,:;: P e e 5

SR . BaBVI
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 88

o
A B
i

v;nv}Pm_]aman lunak sebagaimana dlmakSud pada ayat (2) dlbenkan setelah:__;v:f
* dilakukan pendataan, _identifikasi dan verifikasi oleh 1nstar151/ lembaga SRR
_yang berwenang yang . dlkoordmamkan oleh BPBD sesua1 deﬂgan,-‘_}

Ketentuan lebih Ianjut mengena1 pemberlan dan besaran bantuani‘;-‘" :
" pinjaman’ lunak sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1atur dengan D

:'bBantuan' berupa pemenuhan kebutuhan dasar sebagalmana dlmaksud
" dalam Pasal 83 ayat (2) huruf d dlbenkan kepada Korban Bencana dalam B

» .f_igv'Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebaga1mana d1maksudipada’ ayat‘:’-‘ ;"1 2
- (1) diberikan dengan memperhatlkan standar minimal kebutuhan dasar’:

,fjfﬁ?j'Ketentuan ‘lebih” lanjut = mengenai tata = cara pemberlan bantuan.. -
. pemenuhan kebutuhan dasar sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) chatur SR

Pernerlntahan Daerah melakukan pengaWasan terhadap seluruh tahép o

. “laporan dari BPBD dalam hal adanya keglatan pengumpulan sumbangan

s Daerah dan masyarakat dapat memmta agar dllakukan audlt

Pasal 89

undangan

- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan dapat memmta

Berdasarkan laporan sebagalrnana dimaksud pada ayat (2), Pemerlntah‘;j',‘ * 

| ;.:':'Laporan' pertanggung]awaban pelaksanaan pénanggulangan Bencana .
- baik -keuangan - ‘maupun. . klner_]a ‘pada tahap - prabencana dan .
' 'pascabencana dllakukan sesua1 dengan ketcntuan peraturan perundang-_gf

R Pertanggung]awaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada ;;?> ::_‘ .

' saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kond151 e

V“'fj;.}transparanm _ : SO : : A
- Laporan. pertanggung]awaban pelaksanaan penanggulangan Bencana,fz,f’i

. paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir.
" '(4) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud- dalam

L B .ayat (3) ‘ditemukan adanya penyimpangan, akan dlkenakan sank31 sesua1
R 'dengari-ketentuan peraturan perundang—undangan B R

kedaruratan dan dllaksanakan ~sesuai. dengan akuntablhtas dan :
- baik  keuangan maupun kinerja_ pada saat’ tanggap darurat dllaporkan C

- ‘Pasal. 88 ayat (2) dan hasil audit sebagalmana dimaksud dalam Pasal 88 s
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BABIX
PENYELESAIAN SENGKETA

Baglan Kesatu RS
 Umum S

PR I S Pasa190 e
.?%"Penyelesalan sengkcta penanggulangan bcncana pada tahap pertama"?g*,l
- . diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. - el

(2) -Dalam hal penyelesalan sengketa sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)

o tidak ‘diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya,_.t” o
:’penyelesalan di luar pengadilan atau melalui pengadllan

‘;./;Upaya penyelesa1an sengketa di luar pengadllan sebagalmana dlmaksud R

- pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbltrase atau A

alternatif penyelesaian sengketa sesua1 dengan ketentuan peraturanifﬂ

'perundang-undangan ' Co R P T

- Baglan Kedua RN LT
Penyelesalan Scngketa d1 Luar Pengadllan S

; R L Pasa191 Con :
,—.Penyelesa_lan sengketa d1 luar pengadllan dllakukan ' untuk,mencapa
"'vj.ffv:kesepakatan mengenai: - LT .
‘a. bentuk dan besarnya gant1 rug1, o IR ,
. “tindakan Pemuhhan aklbat pencemaran dan / atau perusakan S
c.- tindakan - tertentu untuk - menjamin - tldak akan | terulangnya
' fpencemaran dan atau perusakan; dan/atau - -
d. tindakan . untuk mencegah tlmbulnya dampax{ negatlf terhadap “
- lingkungan hidup. c - fod
- Penyelesaian sengketa dl luar pengadllan tldak berlaku terhadap tmdakan o
. 'pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan hidup.
~‘Dalam penyelesaian sengketa diluar - pengadilan, dapat d1gunakan Jasa
" fmedlator untuk mernbantu rnenyelesalkan sengketa o 3

i
a P
1

Penyelesalan Sengketa Melalm Pengadilan, Gant1 Kcruglan
T dan Pemuhhan ngkungan ’ : S

| penanggung]awab usaha “dan / atau keg1atan yang melakukani
.perbuatan ‘melanggar - hukum dan : rnengaklbatkan: bencana = yang
o memmbulkan kerugian pada orang lain atau ‘lingkungan hldup, wajlb: Lo
o 'mcmbayar gantl rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. = . o
~.Setiap Orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan s1fat dan;, -
- 'bentuk usaha dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar:‘i'
‘hukum, tidak- melepaskan tanggung Jawab hukum dan/ atau kewajlbanf R
3badan usaha tersebut - v o

e Bag1an Keempat L
: ;'f: Tanggung J awab Mutlak dan Hak Gugat

’»,‘[-Setlap Orang yang tmdakannya dan/ atau usahanya mengaklbatkané"c{ P
~ " bencana non-alam, bertanggungjawab- mutlak atas keruglan yang ter‘]adl," e
y tanpa perlu pembuktlan unsur kesalahan. = -
) - Bencana sepanjang dapat dlbuktlkan di: luar kesenga_]aan atau aklbat
e perbuatan melawan hukum plhak ketlga maka tanggung Jawab mutlak
i menjadl batal o e s e e
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L ) pasa194 ‘ ST S
E'Pemerlntah Daerah berwenang mengajukan gugatan gantl rug1 dan tlndakan';j R
“tertentu terhadap usaha dan/atau kchatan yang . menyebabkan ‘terjadinya .
“bencana yang memmbulkan ‘pencemaran dan/atau. kerusakan llngkungan’

hldup yang mengaklbatkan keruglan hngkungan hldup ‘

S : , Pasal 95 . o : o
Dalam rangka pelaksanaan tanggunglawab perhndungan dan pengelolaan“-* S

hngkungan hldup, orgamsam kemasyarakatan berhak mengajukan,v‘.:"-

2). Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan

" pengeluaran riil. S ' SR P
_ Organisasi . kemasyarakatan dapat : mengajukan ‘ gugatan B apabllaf
‘memenuhi persyaratan: - - a o T
" a. berbentuk ‘badan hukum atau yang. dxsahkan Sebagal Lembaga
v Swadaya Masyarakat bldang 11ngkungan hldup, IRy SENLSTETE SRR

E._*i:telah melaksanakan ‘kegiatan. nyata sesual dengan anggaran dasarnya"_:
e ;'pahng smgkat 2 (dua) tahun ' e e e

x BABX B
KETENTUAN PENYIDIKAN

: P Pasa196 ' T el
_/Penyldlk pegawal negerl 31p11 tertentu d1 llngkungan Pemermtah Daerah{' CARULE
* dapat - diberikan - kewenangan ‘untuk melakukan penyldlkan terhadap_, '

"-"._:pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. .~~~ = ° R

',Penyldlk sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk.**fl B

a. menerima - laporan atau- pengaduan dari - seseorang tentang adanya

S tindak pidana di bidang Penangulangan Bencana; = - . TN
_;'.melakukan tindakan pertama pada saat itu di- tempat kejadlan danv- ST

- melakukan pcmerlksaan kebenaran laporan atau - keterangan,' BT

 berkenaan dengan pelanggaran dan/ atau tmdak pldana dl b1dang

- Penangulangan Bencana; =~ ST R

. melakukan - pemerlksaan terhadap Orang yang dlduga melakukan T

b"_'pelanggaran dan/atau txndak p1dana ch bxdang Penangulangan'

*% Behcana; . |

d. meminta. keterangan dan mengumpulkan alat buktl berkenaan dengan. SRR

St penstlwa tindak pldana di bidang Penangulangan Bencana L ’

e.. mengambll sidik jari dan memotret seseorang; . - .

. ~memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagau tersangkaiq AR

‘atau 'saksi yang berkenaan dengan’ pelanggaran dan/atau tlndak R

pldana di bidang Penangulangan Bencana; - . e

. ,'mendatangkan orang ahli yang dlperlukan dalam hubungannya o

' dengan pemeriksaan perkara SR EEE

_;,;rnenghcntlkan penyidikan - setelah mcndapat petunJuk darl peny1d1k SO

. umum bahwa tidak terdapat - cukup ‘bukti, atau- penstlwa ‘tersebut

o umum ‘memberitahukan hal - tersebut kepada penuntut ‘umum,

tersangka dan keluarga, dan L Coend

(3} Peny1d1k pegawa1 negerl Slpll tertentu sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)
.. memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penylchkannya kepada Lo
: Pcny1d1k Pejabat POIISI Negara Repubhk Indonesxa AL RRUR IR

L tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan gant1 rugl, kecuah blaya atau

. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organlsas1 tersebut;;f o
.- didirikan untuk kepentingan pelestanan fungSI lingkungan hldup, dan| =

“bukan merupakan ‘tindak pidana dan selanjutnya melalui penyldlkg'"*

mengadakan tmdakan lam menurut hukum yang dapat dlpertanggung
- Jjawabkan. oo S



) (4) Apablla pclaksanaan kewenangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) e
- memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan penyidik ‘pegawai . .
- Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat - Peny1d1k Kepolisian ==~
" Negara Repubhk Indones1a sesuax dengan ketentuan peraturan perundang— T
. undangan. il
i(5) Penyidik Pejabat Pegawa1 Negen Slpll sebagalmana d1maksud pada ayat (1)} ;-
. .menyampaikan penyidikan kepada penuntut umum melalm Peny1d1k‘
’”Pejabat Pohsl Negara Repubhk Indones1a s S <

 BABXI
KETENTUAN PIDANA

: o Pasal97 SR A
'Setlap orang yang karena kelalalannya melakukan pembangunan ' ber151ko
tinggi, - yang tidak dilengkapi ' dengan analisis Risiko Bencana yang -
’mengak1batkan terjadmya Bencana, dlpldana dengan p1dana sesuai dengan .
ketentuan peraturan perundang—undangan d1 , bldang penanggulangan:-

Pasal 98

:"'d;maksud dalam Pasal 72 ayat (1). dipidana dengan pldana kurungan'
paling - lama 3 (tiga) bulan atau pxdana denda pahng banyak Rp‘
-2~ 5.000. 000,00 (hma juta rup1ah)

’ 2) deak Pldana scbagaumana dlmaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XII v
KETENT UAN PERALIHAN

‘Pada saat - Peraturan Daerah ini mulai' berlaku, semua ketentuan yang K
}r'nengatur mengenau penanggulangan Bencana di Daerah dinyatakan tetapi
‘berlaku ‘sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan P
'Daerah ini atau tldak dlatur secara khusus dalam Peraturan Daerah 1n1 :

{Program kegxatan berkaltan dengan penanggulangan Bencana yang telah R
ditetapkan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan o
‘kegiatannya - sampai dengan jangka - ‘waktu keglatan berakhlr ecuah
'dxtentukan 1a1n dalam peratura.n perundang—undangan B :

BAB XIII R
KET ENTUAN PENUT UP

e ' Pasal 101 S o
;Peraturan Daerah 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan .

y Agar setxap orang mengetahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ballkpapan _

- _'f_fﬁ,::f.,_D1tetapkan d1 Bahkpapan -
' pada tanggal 15 Agustus 2018
o WALI KOTA BALIKPAPAN,



o '.SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

’ D1undangkan d1 Bahkpapan o
pada tanggal 16 Agustus 2018 ’

S SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN
P Cttd

SAYID MNFADLI | R

- "LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR2 | f LT

~ NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN 'PROVINSI KALIMANTAN
‘TIMUR (36/2/2018); |

* Salinan sesuai dengan ashnya ‘ T

- KEPALA BAGIAN HUKUM

“NIP 196 108061 9003 1004
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* PENJELASAN ST

| ATAS o

' PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN S

- “ NOMOR 2 TAHUN 2018
| | _ N TENTANG o 2 e e L
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I UMUM

v Dalam ahnea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negarai
* Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain disebutkan bahwa Negara'

Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan. seluruh |

tumpah - darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Dalam ‘hal
perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan

" terhadap bahaya atau risiko bencana alam bagi penduduk Kota Balikpapan,

maka Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Balikpapan - terpanggil untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang .
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Balikpapan. =~ P
-Sebagai wilayah yang secara geografis termasuk daerah rawan bencana' -
‘ alam, maka Peraturan Daerah ini merupakan langkah antisipatif yang sudah: -
- menjadi kebutuhan dan dimaksudkan juga sebagai langkah- konkrit untuk'
mendinamisasi atau memobilisasi kepedulian warga masyarakat terhadap
ancaman bencana - yang 'Sewaktu—waktu datang melarida - wilayah|
- pemukimannya. : P
Paradigma konvensional di Indonesia | yang bersifat reaktif terhadap -
bencana sudah waktunya ditinggalkan untuk diganti dengan pradigma baru:

yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif dan dﬂaksanakan o

- secara terencana sejak fase prabencana. Dengan pengelolaan yang proaktlf
~ dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin. Apalagi!

~ dalam era otonomi daerah sekarang ini, masalah penanggulangan bencana:

- tidak lagi bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah menjadi kewenangan:
~ daerah = otonom sehingga pemerintah daerah akan dengan - mudah!
. mengggerakkan warga masyarakat untuk ikut berperanserta dalam. kegiatan |
penanggulangan bencana 'guna menghlndan budaya pemenntah sentnes
seperti di masa lalu. , .
. - BPBD yang mempunyai fung81 koordmasx, komando dan pengendahan :
 akan menciptakan cara kerja yang efisien dan efektif dalam kendali Sekretans P
Daerah sebagai Kepala BPBD ex officio karena jabatan Sekretaris Daerah yang i
_membawah1 ‘Perangkat Daerah Badan maupun 1nst1tu31-1nst1tu51 lam d1
- daerah. o .
. v Dengan -berdasarkan pertlmbangan tersebut maka pcrlu menetapkan .
* Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana d1 Kota

Bahkpapan

. A PASAL DEMI PASAL

o Pasal 1 i
I Cukup Jelas
. Pasal2

' Ayat 1

~ Hurufa : o I
" Yang ‘dimaksud dengan “gsas kemanusiaan” adalah termanifestasi :

- dalam penanggulangan - bencana sehingga Peraturan Daerah ini !

memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, :

' “harkat dan martabat setlap warga negara dan penduduk Indoncsna .

secara propors1ona1 : o -
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anpa kecuall
‘f'Hurqu . R R . - A
Yang dlmaksud dengan asas kesamaan kedudukan da.lam hukum dan

;:penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan i
"Hurufd =

- keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.
" tata kehldupan dan llngkungan

hngkungan dan kehldupan somai masyarakat
“Hurufe-

;,;Yang dlmaksud dengan “asas - kebersamaan adalah bahwa‘

“jawab bersama Pemermtah dan masyarakat yang d1lakukan secara
' gotong royong SR , B .
~Hurufg -

{_,-menccrmlnkan kelestarlan llngkungan untuk generasi sekarang dan
ffg untuk generaSI yang akan datang dem1 kepentmgan bangsa dan negara

e pengetahuan dan teknolog1 secara opt1ma.1 sehingga mempermudah dan
- mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap.
pencegahan, pada saat terjadl bencana maupun pada tahap pasca
~bencana. - | S S |

::"Yang dlmaksud dengan asas keadllan adalah bahwa set1ap maten
muatan . ketentuan - dalam penanggulangan bencana harus SR
- mencermmkan keadﬂan secara proporsmnal bagl setlap warga negara Lol ',

- pemerlntahan ‘adalah  bahwa materi muatan ketentuan dalam

~latar belakang, antara lain, agama suku ras, golongan gende r, atau
_status sos1al e Tl IR LT A

-Yang dlmaksud dengan ‘asas kesexmbangan adalah bahwa maten
;..-muatan ketentuan dalam  penanggulangan bencana mencermmkan

“Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah be(hwa maten muatan""-". o
;;ketentuan dalam penanggulangan bencana mencermlnkan keselarasan‘;:f,?:vv o

. :Yang dimaksud dengan ”asas keseraslan adalah bahwa maten muatan '1. - .}
" . ketentuan dalam penanggulangan bencana mencermmkan keserasaan IR

“Yang dlmaksud dengan asas ketertlban dan kepastlan hukum” adalah Tl
.bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harusg

"dapat - menimbulkan - keteruban dalam masyarakat melalm Jamlnant,f R
“adanya kepastlan hukum cT T e e

penanggulangan bencana pada dasarnya menjadl tugas dan tanggung-,v‘” -

“Yang - dlmaksud dengan “asas kelestanan llngkungan hldup adalah
~bahwa materi muatan .- ketentuan dalam penanggulangan bencana:

jf;.f"vbahwa ‘dalam - penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu =

Yang d1maksud dengan prmsn) cepat tepat dan akurat” ’adalah bahwa
~~ dalam penanggulangan bencana harus d1laksanakan secara cepat dan -

o “tepat sesua1 dengan tuntutan keadaan S

L Yang d1maksud dcngan pr1n31p pnontas adalah bahwa apab1la terjadl
bencana, kegiatan penanggulangan harus - mendapat pnontas dan

- _’»}"dlutamakan pada keglatan penyelamatan lea manu31a
‘Hurufc

.~ Yang dlmaksud dengan pr1n81p koordmam adalah bahwa .

f':'-'{;penanggulangan bencana dldasarkan pada koord1nas1 yang ba1k dan '
:\’?’--’.,‘sahng mendukung : SR R ) :




Yang dimaksud = dengan “prinsip keterpaduan’ adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu ‘
yang didasarkan pada ketja sama yang baik dan sahng mendukung
Hurufd
Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam .

- .mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan t1dak membuang
- waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna adalah bahwa keglatan

penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam
- mengatasi kesulitan masyarakat dengan . Udak membuang waktu

tenaga, dan biaya yang berlebxhan :

Huruf e . ' S

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa
penanggulangan bencana dllakukan secara terbuka dan dapat
dipertanggungjawabkan. a = ' R

© Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa!

- penanggulangan bencana dilakukan secara - terbuka dan dapat
. ,d1pertanggung1awabkan secara et1k dan hukum. - 3‘
~ Huruff
S Cukup_]elas. _ o S , P
I Cukupjelas , S L e
Hurafh S _ B o v o
Yang dimaksud dengan “prinsip nondlsknmmatlf” adalah bahwa negara

 dalam penanggulangan bencana - tidak memberlkan perlakuan yang, T

berbeda terhadap jenis kclamln suku, agama, ras, dan aliran - pohtlk‘

apapun. - :

- Hurufi : '

- Yang dimaksud dengan "nonproletisi” adalah =~ bahwa dllarangr
menyebarkan agama atau Kkeyakinan pada saat keadaan darurat !

bencana, terutama melalm pemberxan bantuan dan pelayanan darurat ‘
bencana R o o )

o Cukllpjelas ‘ o , I R E
‘Pasal 4 : . : - ' '
- Cukup jelas. .
~Pasal5 ‘ ' o
" Yang dlmaksud dengan tanggung Jawab Pemcrlntah Daerah dalam
- penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana a1ang
bencana non a]am, dan bencana sosnal -
" Pasal6 | | - S
v . Cukup_]elas T : T

Pasal? : ' » o C
o Cukup Jelas R : - S

’Pasals ~ , - L S

~* Hurufa ‘ ;
.- Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota i
. masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang

 disandangnya di antaranya masyarakat lanjut u81a penyandang cacat ,
- anak-anak, serta ibu hamil dan menyusul R i
-~ Huruf b ~

- Cukup jelas.

 Hurufc -~

~ Cukup jelas.

- Hurufd

~ Cukup jelas.



Hurufe -

Cukup jelés. |

Huruff

 Cukup jelas.

" Hurufg

- Cukup jelas.

Pasla19 '

- Pasal 10

'Pasal 13-
~ Pasal 14
~ Pasal 15

- Pasal 16

| Cukupjelas.

’ Pasal 17
~ Pasal 18

}Pasal 19

- Pasal 21

Pasa] 22

, o Cukup Jelas.
- Pasal 23 -

: ' ’ Cukup Jelas.

. Pasal24 :

- Cukup jelas.

- Pasal 25

» Pasal 26

" Pasal 29
E Pasal 30 -

* Pasal 31

Pasal 33

Cukup jelas.
. Cukup Jelaé.'
’ ,“’Pasal 11
S - Cukup jelas. -
o Pasal 2
‘Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukuﬁ/jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas. |
v Cukup jelas.
- Pasal20 ~ =~
Cukup jelas.

_ Cukup | ] elas.

Cukup Jelas;

o : Cukup Jeias.
- Pasal 27

IR Cukup_]elas.

- Pasal 28 -

' Cukup Jelas.‘

Cukup Jelaé; ‘

Cukup Jelas. |

Cukﬁp jelas.’
" Pasal 32 _
Cukup Jelas.

Cl;kup Jelas.
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~ Pasal 34
. Pésal 35
| Pasal 36
Pasal 37

| Pasal 38

Cukup Jelas. .

| Pasal 39
“ Pasél 40

" ‘-Pasal 41
‘Pasal 43
- Pasal 45

: PaSal 46

. Pasal 47

_ S Cukup Jelas.
a _i:PasaJ48
' Cukup jelas.

fasal 49
~ Pasal 50 .
Pasal 51
'v Pasal 52
- lf;asal 53
B v‘i';‘asal 54 -
11"":;1}3.':11 55
| "Pasal 56 -
vixPasal 57
Pasal 58

Pasal 59
| Pasal 60 -

Pasa161

Cukup Jclas.

Cukup jelas.
Cukup jeIas. o
Cukupjelas.

' Cukup Jelas. |

Cukup Jeléls. .
Cukup Jelas.
S Cukup _]elas. :
 Pasal42 . R
Cukl_lp Jelas._
o Cukup Jelas.
. Pasal 44 - .
o Cukup Jelas.
Cukup _]elas.

Cukup Jeias.

Cukup _]élés.
Cukup _]CiéS.
Cukiip Jelés.
Cukup Jelas.‘
CukﬁPJelas. B
Cukup_]elaiS.
Cukup Jela;s.
Cukup Jéias., :
CukL__lp jelés.
Cukup Jelas.
Cukup jeias.

Cukup JeIas. -
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R Pasa179

Pasal 63
Pésal 64

Pasal 65

- Cukup Jelas.

Paéal 66

Cukup _]clas.

Pasal 67 -

Cukup Jelas.

| ';Pasal 68 -

Pasal69

‘ Cukup Jelaé.

_Pasal 70

Pasal 71

e Cukup_]elas.
~ Pasal 72 -

. Cukup jelas.
- Pasal73 .

' Cukup jelas.

Pasal 74
Pasal 75

Pasal 76

Pasal 78
Cukup Jelas.

Cukup Jclas.
Pasal 80 - -
Cukup Jelas
Pasal 81 v
. Cukup Jelas
Pasal 82 *

Pasal 83 = .
Cukup jelas.
Pasal 84
Pasal 85 -
Cukup Jelas
Pasal 86 -

Cukup jelas.
Pasval 87

Pasal 88

Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90 ,
Cukup jelas.

Cukup jelas. |
Cukup Jelas.

Cukup _;eias.

Cukup jelas.

Cukup Jelés. :

Cukup Jelas. ’
Cukup jelas.
Cukup Jelas.

o Pasal 77
Cukup Jelas.'

Cukup Jelas

Cukup Jelas ,

Cukup Jélas

Cukup jelas.
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"Pasal 91
. Cukup jelas..
Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93 v
- Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup Jelas. :
Pasal 95 L
- Cukup Jelas.'
Pasal 96 ‘ v
Cukup JeIas.. -
Pasal 97
v Cuk‘up jelas.
Pasal 98 S
’ Cukup Jelas.
Pasal 99 .
- Cukup jelas.
Pasal 100 o
B - Cukup jelas.
- Pasal 101
. Cukup jelas. -

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 43



